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ABSTRAK 

Muh Fadhil Firjatullah, 040 2022 0183 “Pemenuhan Hak Wasiat Wajibah Pada 
Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia”. 
Dibawah bimbingan Zainuddin sebagai ketua pembimbing dan M. Adnan Lira sebagai 
Anggota pembimbing.  

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan wasiat wajibah kepada anak 
angkat dan norma hukum yang menjelaskan interaksi antara sistem hukum perdata 
dan hukum Islam Serta untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan 
hukum yang timbul dalam pelaksanaan hak waris anak angkat 

Penelitian menggunakam metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan 
perundang-undangan, literatun hukum, dan dokumen relevan. Analisis dilakukan 
secara normatif untuk memahami substansi perubahan dan dampaknya terhadap 
sistem pemidanaan.  

Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa Anak angkat dalam hukum Islam tidak berhak 
mewaris karena tidak memiliki hubungan nasab, namun memperoleh perlindungan 
melalui wasiat dan wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 KHI yang dapat ditetapkan 
hakim demi keadilan. Sebaliknya, dalam hukum perdata, anak angkat memperoleh 
hak waris penuh apabila pengangkatannya sah melalui pengadilan, sedangkan jika 
tidak sah haknya terbatas pada wasiat atau hibah. Meskipun tidak diakui sebagai ahli 
waris menurut hukum Islam maupun KUHPerdata, perlindungan melalui wasiat 
wajibah dipertegas dalam Putusan PTA Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg 
yang menetapkan pemberian maksimal sepertiga harta peninggalan demi keadilan 
bagi anak angkat.  

Rekomendasi penelitian ini disarankan agar masyarakat muslim meningkatkan 
kesadaran hukum dengan membuat wasiat atau memahami wasiat wajibah sejak awal 
pengangkatan anak, aparat peradilan agama menyusun pedoman penerapan wasiat 
wajibah yang seragam, serta negara memperkuat sosialisasi dan pengaturan hukum 
pengangkatan anak guna menjamin kepastian dan keadilan bagi anak angkat dan ahli 
waris sah serta adanya pedoman penerapan wasiat wajibah yang seragam dalam 
penerapannya, peningkatan sosialisasi hukum kewarisan kepada masyarakat, serta 
perencanaan pembagian harta melalui wasiat atau hibah secara sah sejak dini oleh 
orang tua angkat guna menjamin kepastian hukum, keadilan bagi anak angkat, dan 
perlindungan hak ahli waris sah. 

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Hukum Islam, Hukum Perdata 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sistem hukum Indonesia, persoalan kewarisan pada anak angkat 

dalam keluarga adopsi merupakan isu yang kompleks karena melibatkan 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda dan belum 

sepenuhnya sinkron. Di satu sisi, hukum berusaha memberikan perlindungan 

terhadap hak anak angkat; namun di sisi lain, perbedaan status hukum antara 

anak kandung dan anak angkat sering kali menimbulkan konflik, terutama 

ketika menyangkut hak atas warisan. Pendekatan yuridis normatif digunakan 

dalam penelitian ini untuk menganalisis aturan-aturan hukum positif yang 

berlaku serta menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang 

berkembang di masyarakat. 

Istilah washîyyah (wasiat) berasal dari kata washaitu–ûshi asy-syai’a 

yang berarti “aku menyampaikan sesuatu”. Dalam Syariat, wasiat adalah 

pemberian benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain, 

dengan ketentuan bahwa pihak yang diberi wasiat tersebut baru berhak 

memilikinya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Secara 

terminologis, wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain dalam 

bentuk barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki setelah pewasiat 

meninggal dunia.1 

 
1 Zainuddin, et.al. (2023). Compulsory Testament: Efforts to Protect and Fulfil the Welfare Rights of 

Adopted Children in Indonesia’s Islamic Inheritance System. Manchester Journal of Transnational 
Islamic Law & Practice.19(2). hlm. 164. 
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Secara umum, dasar hukum mengenai hubungan keluarga dan 

pewarisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

Dalam Pasal 832 KUHPerdata, dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli 

waris adalah keluarga sedarah dan pasangan hidup yang sah. Hal ini berarti 

bahwa anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris secara otomatis, kecuali 

apabila diberikan bagian melalui wasiat atau hibah wasiat sebagaimana diatur 

dalam Pasal 209 KUHPerdata. Ketentuan ini mencerminkan pandangan klasik 

bahwa hubungan hukum dalam warisan hanya muncul dari pertalian darah atau 

perkawinan yang sah, bukan dari hubungan adopsi. Kondisi ini kerap 

menimbulkan ketimpangan antara hubungan sosial dan hubungan hukum 

dalam keluarga adopsi. 

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

memberikan dasar normatif mengenai pembentukan keluarga yang sah 

menurut hukum di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terutama Pasal 42 

sampai dengan Pasal 45, ditegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Meskipun 

undang-undang ini juga mengakui adanya pengangkatan anak, namun tidak 

mengatur secara tegas mengenai kedudukan anak angkat dalam hal 

kewarisan, sehingga memunculkan ruang interpretasi hukum yang berpotensi 

menimbulkan konflik ketika orang tua angkat meninggal dunia. 

Kemudian, pengaturan yang lebih berfokus pada hak anak muncul 

melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Anak. Undang-

undang ini memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, 

pengasuhan, dan kesejahteraan yang layak tanpa diskriminasi. Namun 

demikian, UU ini tidak mengatur hak waris anak angkat secara eksplisit, 
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melainkan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest 

of the child).  

Hal ini menyebabkan perlindungan terhadap anak angkat dalam konteks 

kewarisan masih bersifat tidak langsung dan bergantung pada kebijakan 

keluarga atau instrumen hukum lain seperti wasiat dan hibah. 

Untuk pelaksanaan teknis pengangkatan anak, pemerintah menetapkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak. Dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan tersebut ditegaskan 

bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak 

dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian, secara yuridis, anak angkat 

masih dianggap sebagai bagian dari keluarga asalnya dan tetap memiliki hak 

waris terhadap orang tua kandung, bukan terhadap orang tua angkat. 

Ketentuan ini sering menimbulkan dilema dalam praktik, karena dalam banyak 

kasus, anak angkat sudah sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga angkat 

dan tidak lagi memiliki hubungan sosial dengan keluarga biologisnya. 

Lebih lanjut, ketentuan mengenai perlindungan anak diperkuat melalui 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam 

perubahan tersebut, ditegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan 

semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak dan melalui prosedur hukum 

yang sah. Akan tetapi, peraturan ini juga tidak mengatur secara substantif hak 

waris anak angkat, melainkan menekankan pada aspek kesejahteraan dan 

perlindungan sosial. Akibatnya, dari perspektif hukum waris, kedudukan anak 

angkat masih belum memperoleh pengakuan yang setara dengan anak 

kandung. 
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Dari keseluruhan ketentuan tersebut, tampak bahwa sistem hukum 

Indonesia masih mengalami dualisme dan kekosongan norma terkait 

kedudukan anak angkat dalam kewarisan. Di satu sisi, hukum keluarga dan 

perlindungan anak berupaya menjamin hak-hak anak angkat. Namun di sisi 

lain, hukum waris yang berlaku baik dalam KUHPerdata maupun dalam praktik 

yudisial belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak 

keperdataan anak angkat. Hal ini menimbulkan konflik kewarisan dalam 

keluarga adopsi, terutama ketika rasa keadilan sosial dan kasih sayang tidak 

sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.  

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pemenuhan hak wasiat 

wajibah pada anak angkat dapat dianalogikan melalui mekanisme wasiat 

sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Wasiat wajibah, yang secara 

konseptual berasal dari hukum Islam, merujuk pada kewajiban pewaris untuk 

memberikan bagian harta kepada ahli waris yang tidak mendapat bagian waris 

sah, seperti anak angkat. Dalam sistem hukum perdata, meskipun tidak ada 

ketentuan eksplisit tentang "wasiat wajibah", Pasal 874 sampai dengan Pasal 

916 KUHPerdata mengatur tentang wasiat sebagai instrumen untuk 

memberikan bagian harta kepada orang yang tidak termasuk ahli waris sah, 

termasuk anak angkat. Hal ini memungkinkan orang tua angkat untuk 

memenuhi hak anak angkat melalui wasiat, yang dapat dianggap sebagai 

bentuk pemenuhan wasiat wajibah secara praktis. Namun, implementasi ini 

sering kali bergantung pada inisiatif pewaris, dan tidak ada sanksi hukum jika 

wasiat tidak dibuat, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pemenuhan 

hak anak angkat. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya harmonisasi antara 

hukum perdata dan hukum Islam dalam konteks adopsi, di mana wasiat 
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wajibah dalam hukum Islam lebih tegas sebagai kewajiban moral dan hukum, 

sedangkan dalam hukum perdata lebih bersifat sukarela. 

Sementara itu, konsep wasiat wajibah tidak didefinisikan secara formal. 

Beberapa ahli memberikan definisi, antara lain Bismar Siregar yang 

menyatakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang diperuntukkan bagi ahli 

waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan dari orang yang 

meninggal karena adanya halangan syar’i. Eman Suparman menyatakan 

bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi 

atau tidak bergantung pada kehendak pewasiat.2 

Definisi lain menyebutkan bahwa wasiat wajibah adalah tindakan yang 

dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang memaksakan 

atau menetapkan pemberian wasiat bagi seseorang yang telah meninggal 

dunia kepada pihak tertentu dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, wasiat 

wajibah dianggap seolah-olah telah dibuat oleh orang yang meninggal tersebut 

meskipun ia tidak pernah meninggalkan wasiat. Pada dasarnya, wasiat 

berkaitan dengan kehendak pemberi wasiat mengenai apa dan kepada siapa 

harta diberikan. Namun, ketika menggunakan istilah “wajibah”, 

pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada siapa yang layak dan berhak 

menerima harta peninggalan meskipun tidak ada wasiat sebelumnya. Wasiat 

wajibah tidak memerlukan pembuktian bahwa wasiat tersebut pernah 

diucapkan, ditulis, atau dikehendaki oleh pewasiat, karena pelaksanaannya 

didasarkan pada alasan hukum yang membenarkannya.3 

 
2 Ibid. hlm. 164. 
3 Ibid. hlm. 165. 
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Misalnya, dalam hukum Islam yang dianut oleh sebagian besar 

penduduk indonesia, waris didasarkan pada garis keturunan darah (nasab). 

Sebagai contoh dari prinsip hukum Islam yang relevan dengan pembagian 

waris ini, Surah An-Nisa Ayat 7 berbunyi: 

جَالِ  ا  نصَِيْبٌ  لِلرِّ مَّ ا نَصِيْبٌ   وَلِلنِّسَاۤءِ  وَالاْقَْرَبوُْنَۖ  الْوَالِدٰنِ  ترََكَ   مِّ مَّ وَالاْقَْرَبوُْنَ   الْوَالِدٰنِ  ترََكَ   مِّ  

ا فْرُوْضًا نَصِيْباً كَثرَُۗ  اوَْ  مِنْهُ  قلََّ  مِمَّ ۝໏ مَّ  

Terjemahan:  

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua 
dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun 
banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. 
 

Ayat ini menekankan pembagian waris berdasarkan keturunan darah, 

sehingga anak angkat mungkin dikecualikan dari pembagian harta, 

sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 

1234/K/Pdt/2018, di mana anak angkat gagal memperoleh bagian waris karena 

ketidakjelasan status adopsi.. Tantangan praktis dalam penerapan 

perlindungan hukum ini meliputi birokrasi yang rumit dalam proses adopsi, 

diskriminasi sosial terhadap anak angkat, dan kurangnya kesadaran hukum di 

masyarakat, yang sering mengakibatkan sengketa keluarga di pengadilan. 

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 40% kasus 

sengketa waris di peradilan agama melibatkan anak angkat, dengan sebagian 

besar terjadi di wilayah Jawa dan Sumatra, di mana budaya patrilineal 

dominan. Untuk menghindari kompleksitas semacam ini, Mahkamah Agung 

menerbitkan Surat Edaran No. 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi 

Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.4 

 
4 Selvira Destika Rahman. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam 
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 Penelitian normatif digunakan karena fokusnya menelaah peraturan 

hukum terkait hak waris anak angkat. Judul “Pemenuhan Hak Wasiat Wajibah 

Pada Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia” 

menyoroti masalah hukum, bukan sekadar perilaku sosial. Pendekatan ini tepat 

untuk menganalisis KUHPerdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Metode 

normatif memungkinkan identifikasi ketidaksinkronan atau kekosongan hukum 

yang menimbulkan konflik kewarisan, serta membandingkan antara das sollen 

(hukum yang seharusnya) dan das sein (kenyataan di masyarakat), sehingga 

memberikan gambaran jelas mengenai perlindungan hukum bagi anak angkat. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut maka 

yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan wasiat wajibah kepada anak angkat yang 

dilakukan berdasarkan hukum islam dan hukum perdata di Indonesia? 

2.  Bagaimana permasalahan hukum dalam pelaksanaan hak waris anak 

angkat? 

 

 

 

 
Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 

1(25), hlm. 8-9. 
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C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaturan wasiat wajibah kepada anak angkat dan 

norma hukum yang menjelaskan interaksi antara sistem hukum perdata 

dan hukum Islam. 

2. untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang 

timbul dalam pelaksanaan hak waris anak angkat  

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka 

kegunaan penelitian yang diharapkan yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memperkaya ilmu hukum keluarga dan hukum waris di 

Indonesia. Secara khusus, penelitian mengembangkan teori harmonisasi 

hukum dengan menganalisis interaksi antara sistem hukum perdata, hukum 

Islam, hukum adat, dan hukum negara. Selain itu, penelitian memperkuat 

doktrin perlindungan hukum bagi anak angkat sebagai subjek hukum yang 

rentan. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan untuk studi lanjutan tentang 

pluralisme hukum di negara berkembang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, instansi pemerintah, dan 

pihak terkait. Bagi masyarakat, khususnya keluarga adopsi, penelitian 

meningkatkan pemahaman tentang hak waris anak angkat dan mengurangi 

sengketa keluarga. Bagi instansi seperti Kementerian Sosial dan pengadilan, 
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penelitian menyediakan rekomendasi kebijakan, termasuk penyederhanaan 

prosedur adopsi dan mediasi sengketa. 
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